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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganu-
gerahkan berbagai potensi kepada kita sehingga dapat memanfaatkannya 
untuk terus mengembangkan ilmu, kebudayaan, dan peradaban melalui 
riset, kajian, pendidikan dan lain sebagainya. Selawat dan salam disampai-
kan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah bertindak sebagai guru umat 
manusia melalui kegiatan tilawah, ta’lim dan tazkiyah.

Selanjutnya dimaklumi bersama, seluruh bangsa di dunia percaya 
dan menaruh harapan besar kepada pendidikan sebagai sarana yang dapat 
merubah nasib manusia. Melalui pendidikan yang unggul dan berdaya 
saing tinggi, hal ini memungkinkan setiap orang dapat melakukan mobilitas 
vertikal dan horizontal yang dapat memajukan diri, bangsa, dan negaranya 
guna meraih kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi, 
peran guru yang berkualitas serta profesional sangatlah penting. Guru 
tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik dan profesional, tetapi 
juga kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Agar guru dengan 
kualifikasi tersebut dapat tercipta, mereka harus menempuh pendidikan 
profesi keguruan serta memiliki jaminan kesejahteraan sehingga dapat 
menjalankan tugasnya dengan optimal. 



Namun hingga saat ini, mutu dan daya saing pendidikan di Indonesia 
masih tertinggal jauh dibandingkan dengan mutu dan daya saing pendi-
dikan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, khususnya di dunia pada 
umumnya. Di antara penyebabnya adalah karena masih banyak persoalan 
guru yang belum berhasil dipecahkan. Persoalan mutu guru, status kepe-
gawaian, penyebaran, pembinaan dan kesejahteraannya masih belum dapat 
diselesaikan dengan tuntas. Status guru honorer yang sudah bertahun-tahun 
mengabdi namun belum diangkat jadi ASN atau dengan status lainnya yang 
lebih menjamin kesejahteraan hidupnya, termasuk persoalan kemanusiaan 
dan keadilan yang belum terpecahkan. 

Buku karya Khoirul Ulum selain menarik untuk dibaca juga dapat 
menjadi masukan berharga bagi para penanggung jawab pendidikan untuk 
mencari solusi yang terencana dan terukur. Dengan langkah tersebut, istilah 
“guru honorer yang tertindas” seperti yang tercantum dalam judul buku ini 
diharapkan dapat dihapuskan. Oleh karena itu, buku ini patut dibaca agar 
kita memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan 
kesejahteraan guru sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama 
dalam memajukan umat, bangsa, dan negara. Semoga harapan ini dapat 
terwujud.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

					     Jakarta, 12 Agustus 2025

					     Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.
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PRAKATA

Guru honorer merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan 
nasional, meskipun keberadaannya kerap kali berada dalam posisi 

yang termarginalkan. Di berbagai pelosok Indonesia, guru honorer mengisi 
kekosongan tenaga pendidik tetap dan menjadi ujung tombak dalam proses 
pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang kekurangan sumber daya 
manusia. Ironisnya, kontribusi besar guru honorer tidak diiringi dengan 
status yang pasti, honorarium yang layak, maupun akses terhadap hak-hak 
dasar sebagai pekerja.

Masalah yang dihadapi oleh guru honorer tidak dapat dipisahkan dari 
sejarah panjang kebijakan pendidikan di Indonesia. Sejak awal kemuncul-
annya, guru honorer hadir sebagai solusi atas keterbatasan anggaran negara 
dalam merekrut guru tetap sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pengajar 
yang mendesak. Seiring waktu, keberadaan guru honorer menjadi bagian 
permanen dalam sistem pendidikan, meskipun statusnya tidak pernah 
memperoleh kepastian hukum dan jaminan sosial yang layak. 

Dalam praktiknya, guru honorer menjalankan tugas dan tanggung 
jawab yang tidak kalah berat dibandingkan guru berstatus aparatur sipil 
negara, namun dengan upah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan dasar. Penindasan terhadap guru honorer tidak hanya terjadi dalam 
bentuk ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan psikolo-
gis. Ketidakjelasan dalam mekanisme honorarium, absennya perlindungan 
hukum, serta sulitnya akses terhadap jaminan kesehatan dan sosial meru-
pakan bentuk ketidakadilan yang berlangsung secara sistemik. 
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Upaya untuk memperjuangkan hak dan pengakuan telah dilaku-
kan oleh para guru honorer dalam berbagai bentuk, mulai dari demon-
strasi, petisi, forum advokasi, hingga pendekatan hukum kepada lembaga 
terkait. Aksi-aksi tersebut merupakan cerminan dari kesadaran kolektif 
atas pentingnya perlindungan hukum, status pekerjaan yang jelas, serta 
kesejahteraan yang layak. 

Respons pemerintah terhadap tuntutan ini sudah mulai terlihat dalam 
beberapa kebijakan, namun pelaksanaannya masih kerap bersifat parsial dan 
belum menjangkau seluruh guru honorer secara merata. Dengan mengha-
dirkan buku ini, diharapkan terbangun kesadaran publik yang lebih luas 
mengenai pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, 
dan menghargai setiap kontribusi tanpa memandang status kepegawaian.
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BAB I
GURU HONORER DAN REALITAS 

PENDIDIKAN INDONESIA



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)2

Definisi Guru Honorer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai seseorang 
yang bekerja atau berprofesi dalam bidang mengajar. Definisi ini mene-
kankan bahwa mengajar merupakan inti dari peran seorang guru sebagai 
profesi. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta 
mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendi-
dikan dasar, dan pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal.

Secara umum, guru dipahami sebagai individu yang berperan dalam 
mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepada 
peserta didik. Dalam perspektif sosial, peran guru tidak terbatas pada ling-
kungan pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga mencakup aktivitas 
pendidikan di berbagai tempat lainnya yang bersifat nonformal. 

Menurut Djamarah (2000), masyarakat memaknai guru sebagai sosok 
pendidik yang menjalankan tugasnya tidak hanya di institusi formal, tetapi 
juga di lingkungan nonformal seperti masjid, surau, maupun di rumah. 
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi seorang guru bersifat luas dan fleksi-
bel, serta mencerminkan peran strategis guru dalam menciptakan proses 
pembelajaran di berbagai konteks sosial dan budaya.

Guru merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan peni-
laian terhadap hasil belajar, serta memberikan bimbingan dan pelatihan. 
Guru juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masya-
rakat. Untuk jenjang pendidikan tinggi, pendidik yang melaksanakan fungsi 
serupa disebut sebagai dosen (Syafruddin Nurdin, 2005).

Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan atau 
informasi di depan kelas, tetapi juga berperan sebagai tenaga profesional 
yang memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran, menganalisis 
permasalahan, serta mengomunikasikan secara efektif. Oleh karena itu, 
guru honorer sepatutnya memiliki cita-cita yang tinggi, wawasan yang 
luas, kepribadian yang tangguh, serta jiwa kemanusiaan yang mendalam.

Istilah honor sendiri mengandung makna kehormatan, penghargaan, 
dan penghormatan. Sementara itu, tenaga honorer merujuk pada individu 
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BAB I I
TANTANGAN DAN KESULITAN  

GURU HONORER



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)12

Ketidakpastian Status Pekerjaan

Guru honorer memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung 
keberlangsungan sistem pendidikan nasional di Indonesia, khususnya 
dalam menjawab permasalahan kekurangan tenaga pendidik di berbagai 
daerah, baik di wilayah terpencil maupun di daerah padat penduduk. 
Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam memastikan proses 
pembelajaran tetap berjalan meskipun terjadi keterbatasan jumlah guru 
yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, status 
kepegawaian guru honorer hingga kini masih berada dalam kondisi yang 
tidak pasti dan belum memperoleh legitimasi yang kuat secara administratif 
maupun hukum.

Ketidakjelasan status tersebut sering kali berdampak pada munculnya 
berbagai bentuk ketidakadilan dalam praktik birokrasi pendidikan. Guru 
honorer kerap menerima upah yang jauh di bawah standar kelayakan 
hidup, tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan rekan sejawat 
yang berstatus PNS, serta menghadapi prosedur pengangkatan dan seleksi 
yang berbelit-belit dan tidak selalu transparan. 

Kondisi ini memperparah ketimpangan dalam sistem manajemen 
kepegawaian di sektor pendidikan, terutama dalam hal perlindungan hak, 
akses terhadap jaminan sosial, serta kesempatan untuk mengikuti pengem-
bangan profesional dan jenjang karier secara berkelanjutan.

Akibat dari ketidakpastian tersebut, guru honorer berada dalam posisi 
yang rentan secara hukum dan sosial karena tidak memiliki perlindungan 
yang memadai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak 
atau ketika menghadapi kebijakan baru yang tidak berpihak. 

Ketimpangan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan struktural 
dalam sistem pendidikan, di mana sebagian tenaga pendidik masih berjuang 
untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan dalam status kepegawaiannya. 
Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan 
responsif terhadap kebutuhan serta realitas kerja guru honorer agar dapat 
menjalankan tugasnya secara profesional dengan rasa aman, layak, dan 
bermartabat (Sekhuti, 2022). 

Situasi ketidakpastian status kepegawaian yang dialami oleh tenaga 
honorer di Indonesia telah menimbulkan keresahan yang mendalam, 
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BAB I I I
PENINDASAN DAN KETIDAKADILAN  

BAGI GURU HONORER



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)22

Ketidakjelasan Honorarium Guru Honorer

Masalah ketidakjelasan honorarium merupakan persoalan serius yang 
masih membayangi nasib guru honorer di Indonesia. Keberadaan guru 
honorer sebagai tulang punggung pendidikan, terutama di sekolah-sekolah 
yang kekurangan guru ASN tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang 
layak. 

Guru honorer memainkan peran strategis dalam mendukung kelang-
sungan pembelajaran, namun sering kali berada dalam kondisi kerja yang 
rentan. Tidak adanya standar honorarium nasional menjadi akar persoalan 
yang menciptakan ketimpangan antarwilayah, tergantung pada kebijakan 
daerah dan kemampuan anggaran sekolah masing-masing (Raihani, 2021).

Tidak adanya standar honorarium nasional bagi guru honorer menjadi 
pemicu ketimpangan pendapatan antarwilayah. Guru honorer di berbagai 
daerah menerima upah rendah yang bervariasi, tergantung pada kebijakan 
lokal dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga kerap 
kali berada di bawah UMR (Azahra S, 2023). 

Di banyak daerah, guru honorer hanya memperoleh penghasilan antara 
Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Jumlah ini jelas tidak mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, terutama di wilayah urban yang 
biaya hidupnya tinggi. Tidak hanya itu, honor yang diterima tidak sebanding 
dengan beban kerja, termasuk pengajaran penuh waktu, pengelolaan kelas, 
penyusunan laporan administrasi, hingga pembinaan kegiatan ekstraku-
rikuler (Setiawan, 2022). Bahkan, keterlambatan pencairan honor selama 
berbulan-bulan turut memperburuk kondisi sehingga mengakibatkan 
ketidakpastian finansial dan tekanan psikologis bagi para guru.

Ketidakjelasan ini juga berdampak pada aspek profesionalitas. 
Rendahnya honor membuat banyak guru honorer kehilangan motivasi 
untuk mengajar dan enggan mengikuti pelatihan pengembangan kompe-
tensi. Akibatnya, kualitas pembelajaran berisiko menurun. Tidak sedikit 
dari mereka yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah 
demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menurunkan konsen-
trasi dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (Kurniawati 
& Arifin, 2021).
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BAB IV
TUNTUTAN KEADILAN DAN 

PENGAKUAN



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)32

Upaya Guru Honorer Mendapatkan Pengakuan  
Hak Setara

Guru honorer merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasio-
nal, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kekurangan tenaga pendidik. 
Namun, hingga kini posisi guru honorer masih berada dalam bayang-
bayang ketidakpastian, baik dari sisi status kepegawaian, kesejahteraan, 
maupun pengakuan profesional. 

Berbeda dengan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), guru 
honorer umumnya menerima honor di bawah upah minimum regional 
(UMR), tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, serta kerap luput 
dari perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional (Hidayat, 2021). 
Ketimpangan inilah yang mendorong para guru honorer untuk melakukan 
berbagai upaya guna memperoleh pengakuan dan hak yang setara dengan 
guru ASN.

Secara individual, banyak guru honorer meningkatkan kompetensi 
diri melalui pendidikan formal lanjutan, seperti menyelesaikan jenjang 
strata satu (S-1) hingga mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Hal ini 
dilakukan agar guru dapat memenuhi syarat administratif untuk mengikuti 
seleksi ASN atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), serta 
memperoleh sertifikat pendidik yang menjadi prasyarat untuk menerima 
tunjangan profesional. 

Di samping itu, keterlibatan aktif dalam organisasi profesi seperti 
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi langkah strategis 
untuk mengakses pelatihan, berbagi informasi kebijakan, dan memperkuat 
solidaritas profesi dalam memperjuangkan hak-hak guru honorer.

Upaya kolektif juga dilakukan melalui berbagai bentuk advokasi sosial. 
Guru honorer di berbagai daerah secara berkala menggelar aksi demonstrasi 
untuk menyuarakan tuntutan mereka, mulai dari kenaikan honor, peng-
hapusan tes seleksi PPPK bagi guru yang sudah lama mengabdi, hingga 
permintaan pengangkatan langsung menjadi ASN berdasarkan masa kerja. 

Selain demonstrasi, para guru juga membuat petisi daring, menyam-
paikan surat terbuka kepada Presiden dan DPR, serta memanfaatkan media 
sosial untuk membangun dukungan publik terhadap perjuangan guru 
honorer. Upaya ini sering kali didukung oleh lembaga swadaya masyarakat 
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BAB V
UPAYA PEMERINTAH DAN  

KEBIJAKAN YANG ADA



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)42

Peluang Mendapatkan Pengakuan dan  
Perlakuan Baik

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
mencanangkan transformasi besar terhadap status kepegawaian guru hono-
rer, yakni melalui penghapusan status honorer serta transisi ke jalur pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K). Kebijakan ini membuka 
peluang penting bagi guru honorer yang telah lama mengabdi kini memiliki 
akses legal formal untuk memperoleh pengakuan kerja yang lebih resmi dan 
berjenjang. Namun, kesempatan ini tidak datang begitu saja. Guru tetap 
harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, mengikuti seleksi 
yang bersifat kompetitif, serta menjalani pelatihan profesional agar dapat 
memenuhi standar yang ditetapkan untuk ASN atau PPPK dan lolos dalam 
formasi yang tersedia (Afrizalni, 2024). 

Untuk meningkatkan daya saing dalam seleksi PPPK/P3K, guru hono-
rer memanfaatkan pelatihan profesi, komunitas belajar (MGMP/KKG), dan 
sertifikasi pendidikan (PPG). Pelatihan luar sekolah dan sertifikasi menjadi 
strategi yang meningkatkan kinerja serta profesionalisme honorer sekaligus 
memperbesar peluang guru honorer lolos seleksi dan diakui sebagai pegawai 
tetap (Patta, 2022).

Pendekatan semacam ini tidak hanya berorientasi pada pengakuan, 
tetapi juga peningkatan mutu pengajaran. Guru honorer memegang 
peranan penting dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah 
tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana jumlah guru berstatus PNS 
masih sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, guru honorer hadir untuk 
mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah dasar maupun menengah 
dengan dedikasi tinggi, meskipun harus bekerja dalam kondisi yang jauh 
dari layak, terutama dari sisi kesejahteraan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Surya (2020), guru honorer mencer-
minkan permasalahan struktural dalam kebijakan pengangkatan tenaga 
pendidik yang belum merata dan adil. Status guru honorer sebagai non-ASN 
menyebabkan akses terhadap hak-hak kepegawaian menjadi terbatas, 
seperti gaji yang layak, tunjangan pensiun, serta jaminan perlindungan 
sosial dan kesehatan. 
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BAB VI
SOLUSI DAN HARAPAN UNTUK  

GURU HONORER



Guru Honorer yang Tertindas (Oppresses Honorary Teachers)54

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Guru Honorer

Pemerintah telah merumuskan regulasi yang lebih komprehensif untuk 
guru tidak tetap, termasuk honorer. Beberapa langkah dihasilkan, seperti 
penetapan gaji tetap, perlindungan kesehatan, perjanjian kerja formal, 
dan akses pelatihan profesional untuk meningkatkan kompetensi honorer. 
Peraturan pemerintah ini mempertegas standar penerimaan guru honorer 
berdasarkan pengalaman, kompetensi, serta profesionalisme dengan tujuan 
memberikan payung hukum yang jelas dan perlindungan sosial (Fauzi, 
2024). 

 Kebijakan pengangkatan guru honorer ke dalam status Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diinisiasi dalam Undang-
Undang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil. Berdasarkan data Januari 2024, sebanyak 567.032 guru honorer telah 
diangkat sebagai ASN PPPK, dan daerah mengajukan tambahan formasi 
241.853 untuk 2024 (Sugiarti, 2024). 

Regulasi yang diberlakukan turut menginisiasi model pembiayaan 
kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk gaji dan 
tunjangan guru honorer diberikan melalui APBN dan APBD, sementara 
pemerintah daerah diperkenankan memberikan subsidi regional tambahan, 
misalnya pemberian Rp50.000 per guru sebagai bentuk apresiasi dan pengu-
atan kesejahteraan lokal (Hutasuhut, 2025). 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional 
melalui berbagai program dan kebijakan. Langkah-langkah tersebut menca-
kup perluasan akses pendidikan, peningkatan relevansi kurikulum dengan 
kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan efisiensi sistem pendidikan. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses 
masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih menghadapi 
banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama dalam dunia pendidikan 
adalah rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru 
tidak tetap atau guru honorer.

Ungkapan “Bangsa yang besar dibangun oleh guru” seharusnya 
menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. 
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Kisah Inspiratif dari Guru Honorer yang Bertahan 
Meski Tertindas

Alvi Noviardi memulai kebiasaan mengumpulkan barang bekas sejak 
pertama kali menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1988. Aktivitas 
ini bukanlah sesuatu yang ia anggap memalukan, melainkan cara untuk 
membantu membiayai kuliahnya. Dalam menjalani kuliah, ia juga mulai 
mengajar sebagai guru honorer. Setiap selesai belajar atau mengajar, ia 
membawa karung dan menyusuri jalanan untuk mencari barang bekas 
yang bisa dijual.

Kebiasaan tersebut terus dijalani bahkan setelah menikah dan memiliki 
dua anak. Selama 36 tahun, Alvi mengabdikan diri sebagai guru honorer 
sekaligus pengumpul barang bekas. Sepulang mengajar, ia langsung mencari 
rongsokan dan membawanya pulang. Dalam kegiatannya, Alvi sering kali 
bertemu dengan peserta didik atau alumni yang mengenalnya. Namun, ia 
tidak pernah merasa malu menjalani pekerjaan tersebut.

Barang-barang bekas yang dikumpulkan disimpan selama satu minggu 
sebelum akhirnya dijual. Hasil penjualan per minggu biasanya sekitar 
Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Barang yang dikumpulkan beragam, mulai 
dari gelas plastik hingga logam seperti tembaga. Tembaga memiliki harga 
jual paling tinggi, yaitu sekitar Rp60 ribu per kilogram, meskipun proses 
pengumpulannya memakan waktu cukup lama.

Kisah Alvi mulai mendapat perhatian publik pada akhir 2023 hingga 
awal 2024. Berbagai bantuan pun datang, salah satunya dari Amal Bakti 
Islami yang membangunkan sebuah warung untuk menambah pengha-
silannya. Sejak memiliki warung pada pertengahan 2024, Alvi tidak lagi 
mengumpulkan barang bekas sepulang mengajar.

Kini setiap kali bel pulang sekolah berbunyi, Alvi langsung menuju 
rumahnya di Kampung Bantar Muncang, Desa Sekarwangi, Kecamatan 
Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ia menjalani hari-harinya dengan semangat 
bersama kedua anaknya setelah sang istri meninggal dunia. Selain menge-
lola warung, Alvi masih aktif mengajar di sebuah madrasah sanawiah yang 
berlokasi di Mangkalaya, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ia mengampu mata 
pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dan terus berkomitmen dalam 
mendidik generasi muda.
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Sistem Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik

Sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan atau manajemen di 
mana seluruh kewenangan dan pengambilan keputusan terfokus pada ting-
kat pusat. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi berarti bahwa pemerin-
tah pusat memegang kendali penuh terhadap perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, sedangkan pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan 
instruksi atau arahan yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Setyaningsih, 2017). 

Dalam perspektif ekonomi manajerial, konsep sentralisasi mengacu 
pada praktik pengambilan keputusan yang terpusat pada sekelompok 
kecil manajer atau pimpinan puncak dalam suatu struktur organisasi. 
Artinya, keputusan strategis maupun operasional dikendalikan oleh otoritas 
tertinggi, sementara unit-unit di bawahnya berfungsi sebagai pelaksana 
yang tunduk pada keputusan tersebut. Pendekatan ini umumnya diterapkan 
untuk menjaga konsistensi arah kebijakan, efisiensi pengelolaan sumber 
daya, dan keseragaman prosedur dalam suatu organisasi atau lembaga.

Fenomena sentralisasi pendidikan melahirkan berbagai dampak negatif 
yang kompleks. 
1.	 Kecenderungan totalitarian dalam penyelenggaraan pendidikan, di 

mana semua aspek dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat. 
2.	 Munculnya pola manajemen yang seragam di seluruh satuan pendi-

dikan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
hingga evaluasi, termasuk dalam model pengembangan sekolah dan 
strategi pembelajaran. 

3.	 Terjadi homogen dalam proses pembudayaan masyarakat yang mengi-
kis keragaman nilai-nilai lokal. 

4.	 Kebudayaan daerah mengalami pelemahan karena kurangnya ruang 
untuk mengekspresikan identitas kultural dalam sistem pendidikan 
yang seragam. 

5.	 Sistem ini berisiko menghasilkan sumber daya manusia yang bersifat 
mekanistik, seperti robot yang miskin inisiatif dan kurang memiliki 
kreativitas karena terbiasa berada dalam sistem yang tidak mendorong 
kemandirian berpikir.
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